



KERTAS KERJA                                             PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA ……………..



SATUAN KERJA : …………………………………………………………
2020



KERTAS KERJA PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA …………………………..
TAHUN ANGGARAN …………

PROGRAM 	: _____________________________________________
KEGIATAN 	: _____________________________________________
PENGADAAN 	: _____________________________________________
PAGU ANGGARAN 	: _____________________________________________
HPS	: _____________________________________________
ID PAKET RUP	: _____________________________________________

1. Hari / Tanggal	:
2. Tempat	:
3. Waktu (Jam)	:
4. Kehadiran Kelompok Kerja	: 		

	No.
	Nama Kelompok Kerja
	Catatan (Hadir / Ketidakhadiran) 

	1
	

	

	2
	

	

	3
	

	



A. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.

	No.
	Uraian
	Pilihan / Dasar Pertimbangan

	1
	Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan
	a. Penunjukan Langsung 
b. Tender Cepat 
c. Tender 
d. Seleksi

	2
	Pertimbangan teknis pemilihan metode
	a. Penunjukan Langsung 
Memenuhi kriteria keadaan tertentu untuk dilakukan Penunjukan Langsung
b. Tender Cepat 
Memenuhi kriteria tender cepat, yaitu : 1) spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan
secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan;  2) dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis/KAK; dan 3) peserta telah terkualifikasi dalam SIKaP.
c. Tender 
Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing, 
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.
d. Seleksi
Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi.  


Dasar : 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

B. Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. 

	No.
	Uraian
	Pilihan / Dasar Pertimbangan

	1
	Metode kualifikasi yang dipergunakan
	a. Prakualifikasi
b. Pascakualifikasi

	2
	Pertimbangan pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan
	a. Pascakualifikasi 
dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau  2) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
b. Prakualifikasi 
dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; b) Seleksi untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau 3) Penunjukan Langsung.

	3
	Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan
	a. sistem gugur
b. sistem pembobotan dengan ambang batas 

	4
	Pertimbangan pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan
	a. Sistem gugur
Untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan pada proses Penunjukan Langsung; atau
b. Sistem pembobotan dengan ambang batas.
Untuk Penyedia Jasa Konsultansi.


Dasar : 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

C. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, dan penetapan dokumen terkait oleh Pejabat Pembuat Komitmen.  

	No.
	Persyaratan
	Catatan

	
	1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO):
a. formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali leadfirm KSO mengisi data kualifikasi melalui SPSE;
b. Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak ________ [3 (tiga)/5 (lima), dipilih sesuai dengan kompleksitas pekerjaan] perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;
c. Leadfirm KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen).
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi;
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha_____________ [Kecil/Menengah/ Besar, dipilih sesuai dengan nilai pekerjaan] serta disyaratkan:
a. Klasifikasi__________ [diisi sesuai klasifikasi yang disyaratkan, untuk Kecil/Menengah/Besar];
b. Subklasifikasi_______ [diisi sesuai Subklasifikasi yang disyaratkan, untuk Menengah/Besar].
c. Dalam hal ber-KSO, persyaratan kualifikasi usaha harus dipenuhi oleh leadfirm KSO
4. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi):
a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan, atau
b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada subklasifikasi SBU yang disyaratkan dan jenis pekerjaan________ [diisi sesuai jenis pekerjaan yang disyaratkan] serta dapat mensyaratkan kegiatan pokok/key activities_________ [diisi sesuai kegiatan pokok/key activities yang disyaratkan], yang sesuai dengan persyaratan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
c. Nilai KD paling kurang sama dengan HPS;
5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar);
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak________; (tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan)
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
9. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil)
11. Memiliki paling kurang:
a. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Kecil);
b. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA) Muda yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Menengah); dan
c. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA) Madya yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Besar).
12. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, yang disertai dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan Besar. Khusus untuk Usaha Besar, laporan keuangan wajib telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik);
13. Dalam hal peserta akan melakukan KSO:
a. wajib mempunyai perjanjian KSO yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili/ leadfirm KSO tersebut;
b. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;
c. evaluasi pada angka 3, setiap anggota KSO harus memiliki salah satu dari SBU yang disyaratkan;
d. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO;
e. evaluasi pada angka 12, dilakukan dengan menggabungkan SKN anggota KSO; dan
f. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO.
	


Dasar : 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

D. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia.  

	No.
	Uraian
	Pilihan / Dasar Pertimbangan

	1
	Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan
	B/PK/JL : 
a. Sistem Nilai
b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
c. Harga Terendah

JK :
a. Kualitas dan Biaya
b. Kualitas
c. Pagu Anggaran
d. Biaya Terendah

	2
	Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan
	B/PK/JL : 
a. Sistem Nilai
Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis
b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
Untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur
ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
c. Harga Terendah
Untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang Spesifikasi jelas dan standar, Persyaratan teknis mudah dipenuhi, dan Harga/biaya adalah kriteria evaluasi utama.

JK 
a. Kualitas dan Biaya
digunakan  untuk  pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK; dan  besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.
Contoh : desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen,  atau  supervisi  bangunan  non-gedung.
b. Kualitas
Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang
lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.  
Contoh : kajian makro (masterplan roadmap), penasihatan (advisory), perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks
c. Pagu Anggaran
Digunakan untuk ruang lingkup
pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK
dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran. 
Contoh : pekerjaan desain,  supervisi bangunan  gedung, dan pekerjaan survei/pemetaan skala kecil.
d. Biaya Terendah
Digunakan untuk pekerjaan
standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan
pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan
tertentu.
Contoh : desain bangunan sederhana, supervisi pembangunan sederhana, dan survei/pengukuran skala kecil.

	3
	Pembobotan nilai dalam metode evaluasi
	a. Tidak ada 
b. Sistem Nilai untuk B/PK/JL
Bobot harga antara 30%-40%, bobot teknis antara 60%-70%.
Kesepakatan PPK dan Pokja Pemilihan adalah : 
Bobot harga : ……. %
Bobot teknis : ……. %
dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir
c. Kualitas dan Biaya untuk JK
Bobot harga antara 20%-40%, bobot teknis antara 60%-80%.
Kesepakatan PPK dan Pokja Pemilihan adalah :
Bobot harga : ……. %
Bobot teknis : ……. %
dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir

	4
	Passing grade dalam metode evaluasi
	a. Tidak ada
b. Kesepakatan PPK dan Pokja Pemilihan adalah :
Passing grade : ……. 
dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir

	5
	Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi
(Tidak untuk B/PK/JL)
	Acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut:  
a. pengalaman (10 – 25%);  
b. proposal teknis (25 – 45%);  
c. kualifikasi tenaga ahli (50 – 70%); 
d. jumlah bobot a+b+c=100%.

Kesepakatan PPK dan Pokja Pemilihan adalah :
a. Pengalaman : …… % 
b. Proposal teknis : …… %
c. Kualifikasi tenaga ahli : …… %
dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir.


Dasar : 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia


E. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.  

	No.
	Uraian
	Pilihan dan Dasar Pertimbangan

	1
	Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan
	a. 1 File
b. 2 File
c. 2 Tahap

	2
	Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan
	a. 1 File, digunakan untuk :
1) B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung. 
2) JK melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung. 
b. 2 File, digunakan untuk :
1) B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Sistem Nilai, metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis dan metode evaluasi Harga Terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas.  
2) JK melalui Seleksi. 
c. 2 Tahap, digunakan untuk B/PK/JL yang memiliki karakteristik: 
1) Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada Dokumen Pemilihan; 
2) Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;  
3) Dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau 
4) Membutuhkan penyetaraan teknis.


Dasar : 
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F. Penetapan Tahapan dan Jadwal

	No.
	Uraian
	Catatan / Dasar Pertimbangan

	1
	Pertimbangan teknis dalam penyusunan tahapan dan jadwal berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan
(Catat jika ada hal-hal yang perlu diperjelas dalam penyusunan jadwal, seperti target waktu dari PA/KPA, Dokumen Pedoman Anggaran, dan Kebijakan Strategis yang ditetapkan Pimpinan K/L/Pemda)
	


	2
	Plotting tahapan dan jadwal 
(dapat terlampir atau diisi pada sistem)
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G. Penetapan Dokumen Pemilihan 

	No.
	Uraian
	Catatan / Dasar Pertimbangan

	1
	Standar dokumen pemilihan yang dipergunakan
	

	2
	Teknis penyusunan dokumen pemilihan
	


Dasar : 
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	Disusun di : ...........................................,  Tanggal : ......................................................

	No.
	Nama
	Penugasan / Jabatan 
	Tandatangan

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
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